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ABSTRAK 

 
 

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan 

perempuan, yang mana setelah melakukan perkawinan tersebut masing masing memiliki 

suatu kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk dirinya sendiri dan untuk 

membahagiakan pasangannya. Namun adakalanya suatu hubungan mendapat suatu 

permasalah sehingga menimbulkan perceraian. Sedangkan untuk di Pengadilan Negeri 

Sleman kasus perdata yang termasuk banyak ditangani ialah kasus perceraian. Maka 

upaya untuk menurunkan jumlah kasus yang menumpuk diadakanlah mediasi. Dalam 

perkembangan selanjutnya mediasi sudah masuk ke ranah pengadilan yang didasari oleh 

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 

Latar belakang ini maka penyusun tertarik mengkaji tentang mekanisme dan prosedur 

mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim dalam praktik di Pengadilan Negeri Sleman, 

kesesuaian praktik mediasi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

mencapai tujuan ketentuan dan dampak atau peran yang dimainkan oleh mediasi dan 

mediator hakim dalam menyelesaikan perkara dan sengketa dalam perceraian. 

Dalam upaya untuk meneliti permasalahan tersebut, penulis menggunakan 

metode penelitian yuridis-empiris untuk mengkaji peran hakim mediator dalam 

menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Sleman dalam perspektif norma 

hukum yang berlaku. Data primer terkait praktik melalui wawancara dan observasi 

langsung ke lapangan dan data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer diambil dari 

peraturan perundangan yang relevan yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa 

pertama, pelaksanaan terutama kaitannya dengan mekanisme dan prosedur mediasi di 

Pengadilan Negeri Sleman sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, dimana para mediator melakukan mediasi 

dalam waktu, ruangan, dan jumlah pertemuan sesuai dengan ketentuan. Kedua, peran 

mediator dalam pelaksanaan mediasi, yaitu memimpin mediasi dan membantu mencari 

jalan keluar agar mencegah perceraian terjadi masih belum mencapai tujuan ketentuan 

dan prinsip mediasi, yaitu mendamaikan pasangan yang berselisih dan berniat 

memutuskan pernikahan, karena jumlah kegagalan mendorong pasangan untuk 

menghentikan proses litigasi perceraian masih sangat tinggi jika dibadingkan dengan 

angka keberhasilannya. Ketiga, bahwa kurang berhasilnya atau belum efektifnya 

mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator disebabkan oleh beberapa kondisi, yaitu, 

minimnya jumlah hakim mediator yang bersertifikat, beban pekerjaan yang sangat 

menumpuk yang menimbulkan kesulitan mereka untuk fokus dalam menjalankan 

fungsi sebagai mediator, dan masih kurangnya kesadaran dari para pihak yang yang 

bersengketa mengenai pentingnya pelaksanaan mediasi karena masih menganggap 

mediasi hanya sebagai formalitas. 

Kata Kunci : mediator, mediasi, perceraian 
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ABSTRACT 

 
Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman, after 

which each of them has a great obligation and responsibility for himself and for the 

happiness of his partner. But sometimes a relationship gets into trouble, causing a 
divorce. Meanwhile, in the Sleman District Court, the most widely handled civil cases are 

divorce cases. Therefore, in an effort to reduce the number of cases that have 

accumulated, mediation is carried out. In subsequent developments mediation has entered 
the realm of the court based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning 

mediation procedures in court. With this background, the authors are interested in 

studying the mechanisms and procedures of mediation carried out by judge mediators in 

practice at the Sleman District Court, the suitability of mediation practices with 
applicable laws and regulations and achieving the objectives of the provisions and the 

impact or role played by mediation and judge mediators in resolve cases and disputes in 

divorce. 
 

In an effort to examine these problems, the author uses a juridical-empirical 
research method to examine the role of mediator judges in resolving divorce cases at the 

Sleman District Court in the perspective of applicable legal norms. Primary data related 

to practice through interviews and direct observations in the field and secondary data in 

the form of primary legal materials taken from the relevant laws and regulations, namely 
PERMA No. 1 of 2016 concerning Procedures for Implementation of Mediation in 

Courts 
 

From the results of the research that has been carried out, the authors conclude 

that first, the implementation, especially in relation to mediation mechanisms and 

procedures at the Sleman District Court, is in accordance with PERMA No.1 of 2016 
concerning Procedures for Implementation of Mediation in Courts, where the mediators 

mediate in time, room, and number of meetings in accordance with the provisions. 

Second, the role of the mediator in the implementation of mediation, namely leading 
mediation and helping to find a way out in order to prevent divorce from occurring, has 

not yet achieved the objectives of the provisions and principles of mediation, namely 

reconciling disputing couples and intending to break up marriage, because the number 

of failures to encourage couples to stop the divorce litigation process is still low. very 
high when compared to the success rate. Third, that the lack of success or 

ineffectiveness of the mediation carried out by the mediator judges was caused by 

several conditions, namely, the lack of certified mediator judges, the hefty workload that 
made it difficult for them to focus on carrying out their function as mediators, and the 

lack of awareness from the public. the disputing parties regarding the importance of 

implementing mediation because they still consider mediation only as a formality. 

 

Keywords: mediator, mediation, divorce. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki 

dan perempuan, yang mana setelah melakukan perkawinan tersebut masing 

masing memiliki suatu kewajiban dan tanggung jawab yang besar untuk 

dirinya sendiri dan untuk membahagiakan pasangannya dan perkawinan 

sendiri adalah suatu ibadah yang diridhoi oleh Allah SWT. Lalu, 

perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu 

kata lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan 

bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Sebuah perkawinan haruslah dilihat daru 3 segi pandangan, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perkawinan dilihat dari segi hukumnya yaitu: 

 

Jika dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan sebuah 

perjanjian. Di dalam Al-Qur‟an Surat An-Nisa: 21, dengan istilah 

“perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”‟ disebut dengan kata- 

kata “mitsaaqaan ghalizhaan”. 

2. Perkawinan dilihat dari segi sosial yaitu: 

 

Masyarakat di setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, 

yaitu bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga 

 
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak 

kawin. 

3. Perkawinan dilihat dari segi agama yaitu: 

 

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat 

penting, dalam Agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga 

yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua 

pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta 

menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.2 

Setelah melaksanakan perkawinan pasangan tersebut harus memiliki suatu 

rencana yang matang untuk memulai suatu hubungan karena perkawinan 

sendiri adalah sebuah tindakan yang mulia dan sakral untuk semua agama. Di 

dalam hukum positif dan hukum adat juga menyebutkan bahwa tujuan 

perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga maupun suatu hubungan 

kekerabatan yang rukun, damai, dan bahagia. 

Di negara-negara barat yang hanya mengenal sistem perkawinan 

monogami, pada umumnya memandang perkawinan sebagai lembaga yang 

abadi, bahkan di negara-negara Eropa Kontinental yang dewan perwakilan 

rakyatnya didominasi oleh agama Katolik Roma, dalam undang-undang 

perkawinannya mencerminkan pandangan dan moral teologi Katolik, 

sehingga bubarnya perkawinan hanya dikenal karena kematian saja. Dengan 

kata lain, bahwa bagi yang beragama Katolik, maka perceraian berdasarkan 

hukum gereja selain karena kematian tidak dimungkinkan. Berbeda dengan 
 

2 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2011),  hlm. 4. 
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Katolik, bagi yang beragama Kristen perceraian dimungkinkan karena 

beberapa alasan, yaitu: (1) perzinahan, baik yang dilakukan suami maupun 

istri; (2) penganiayaan yang berat yang dilakukan suami; (3) meninggalkan 

istri dimana suami dengan niat jahat; (4) karena tidak adanya keturunan.3 

Diadopsinya ketentuan perceraian dalam perkawinan menurut agama 

Katolik dapat dilihat dari substansi perceraian tersebut dalam Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata. Sebagai contoh, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Italia sebelum permulaan tahun 1970 tidak mengenal lembaga 

perceraian. Baru setelah adanya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Italia, barulah dikenal lembaga perceraian, meskipun masih mendapat 

oposisi dari fraksi-fraksi agama.4 

Menurut ketentuan Pasal 199 KUHPer, suatu perkawinan dapat bubar 

oleh sebab:5 

1. Kematian, yaitu suami istri meninggal dunia; 

 

2. Ketidakhdiran di tempat (afweigheid) oleh salah satu pihak 

selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru oleh 

suami istri; 

3. Keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang 

didaftarkan dalam daftar catatan sipil; dan 

4. Perceraian. 
 

 

 
3 Triwulan Titik Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2008), hlm. 128. 

 
4 Ibid., hlm.129. 
5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 199. 
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Yang dimaksudkan di sini adalah diputuskannya perkawinan itu oleh 

hakim, karena sebab tertentu. Sedangkan perceraian karena persetujuan- 

persetujuan bersama antara suami istri tidak diperbolehkan. 

a. Zina. 

 

b. Meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja; 

 

c. Hukuman selama lima tahun; 

 

d. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat.6 

 

Perceraian tersebut baru sah sesudah diumumkan oleh pengadilan.7 Pada 

dasarnya di Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah mempersulit untuk 

terjadinya perceraian dengan beberapa alasan8, antara lain : 

1. Perkawinan memiliki tujuan yang mulia dan suci, sangat 

berbalik dengan perceraian karena perceraian adalah 

perbuatan yang di benci Tuhan (Allah). 

2. Berguna untuk membatasi adanya kesewenang-wenangan 

suami terhadap istri. 

3. Untuk mengangkat derajat istri sehingga bisa setaraf dengan 

derajat dan martabat suami. 

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang 

mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi 

Muhammad SAW. Sebagai berikut: 

 

 

 
6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal  208 dan Pasal 209. 
7 Ibid., hlm.130. 
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2009), hlm. 118. 
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“Sesuatu perbutan halal yang dibenci oleh Allah adalah talaq /perceraian.” 

(Riwayat Abu dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim). 

Berdasarkan hadis tersebut, menunjukan bahwa perceraian merupakan 

alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan 

perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan 

kelanjutannya. Sifat alternatif dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara 

dan teknik untuk mencari kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui 

hakam (arbitrator) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik 

yang diajarkan oleh Al-Qur‟an dan Al-Hadis.9 

Walaupun dalam undang-undang sudah menyebutkan bahwa perceraian 

adalah perbuatan yang sangat dibenci Tuhan, tetap saja ada beberapa hal yang 

memancing untuk melakukan perceraian. Masalah yang menimbulkan terjadi 

perceraian juga haruslah tidak hanya perkara yang ringan biasanya permasalahan 

yang diajukan untuk mengajukan perceraian yaitu dari faktor ekonomi, suami 

tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 

ada juga faktor perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik suami 

maupun istri, dan problem paling berat dalam rumah tangga yaitu kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT), dari beberapa contoh faktor inilah yang biasanya 

menjadi salah satu alasan dari salah satu pihak untuk menggugat cerai 

pasangannya. Untuk pasangan suami istri yang beragama islam dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan untuk pasangan suami istri 

beragama non-muslim dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. 

 

9 Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 

73. 
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Seperti yang telah diamanatkan pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang RI 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ialah dapat melalui 

lembaga perdamaian (dading), yang dimaksud pasal tersebut pada sistem 

peradilan di Indonesia adalah sebagai jalur yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk menyelesaikan perkara atau sengketa dengan cepat, 

sederhana, dan biaya ringan.10 Sehingga untuk mewujudkan asas tersebut pada 

pasal 130 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan Pasal 154 R.Bg 

(Rectsreglement Voor De Buitengewesten),11 yang mengatur mengenai 

perdamian, pada pasal tersebut telah mengatur bahwa pada hari pertama 

persidangan dan telah dihadiri oleh para pihak, melalui ketua hakim majelis 

berusaha untuk mendamaikan perkara maupun sengketa yang ada, karena 

apabila perdamian disepakati kedua belah pihak, maka majelis hakim dapat 

menetapkan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan seperti patutnya 

sebuah putusan. 

Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga tertinggi dalam pelaksanaan 

kekuasaan kehakiman selalu mencari solusi yang terbaik demi tegaknya hukum 

dan keadilan. Yang menjadi salah satu inovasi yang telah dibentuk oleh 

Mahkamah Agung ialah mediasi, dimana hal tersebut merupakan suati inovasi 

kreatif untuk mengoptimalkan usaha perdamaian bagi para pihak yang 

berperkara/bersengketa dan dapat mencegah adanya penumpukan perkara di 

pengadilan. Karena pada realita yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia 

 

10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tenang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 ayat 

(2). 
11 Herziene Inlandsch Reglement, Pasal 130 dan Rectsreglement Voor De Buitengewesten, 

Pasal 154. 
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pada umumnya adalah ketidak efisien dan tidak efektifnya sistem peradilan di 

Indonesia dalam membuat penyelesaian suatu perkara membutuhkan waktu 

yang lama dan proses yang terlalu rumit. 

Dalam rangka menanggulangi penumpukan perkara dan adanya 

ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Mahkamah 

Agung membuat langkah dengan mengintegrasikan proses penyelesaian 

alternatif atau non litigasi yang dimaksudkan ialah mediasi dalam proses 

peradilan atau litigasi, yang berguna agar tercapainya sebuah perdamaian. Yang 

pada prakteknya mediasi dilakukan pada saat setelah sidang pertama. 

Setelah diterbitkannya PERMA No. 1 Tahun 2016 yang diharapkan dapat 

lebih mengoptimalkan fungsi mediasi, karna tujuan dibentuknya PERMA No.1 

tahun 2016 yaitu untuk mencegah penumpukan kasus di lingkungan peradilan. 

Adapun pembeda antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan PERMA No. 1 

tahun 2008 yaitu mengenai itikad baik. Itikad baik diatur di dalam pasal 7 

PERMA No.1 Tahun 2016 dan juga memiliki akibat hukum apabila diabaikan 

seperti yang telah tertuang pada pasal 22-23 PERMA No. 1 Tahun 2016. Dalam 

laporan mediator kepada hakim pemeriksa perkara, jika mediator menyatakan 

penggugat tidak beriktikad baik. Maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 

1 tahun 2016, maka akibat hukum yang akan timbul dari perbuatan tersebut ialah 

gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima oleh hakim pemeriksa perkara, dan 

sebaliknya jika penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik,maka tergugat 

dikenai kewajiban untuk membayar biaya mediasi. 
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Dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 maka pengadilan wajib 

menyediakan ruang kepada para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan 

konfliknya tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu, melainkan melalui 

proses mediasi terlebih dahulu. Maka dengan itu, peran dari seorang pemimpin 

mediasi (mediator) dalam hal ini hakim mediator dituntut memberikan 

kontribusi yang besar agar peranannya dalam mediasi tersebut dapat 

memberikan kepuasan bagi masing-masing pihak yang bersengketa. Karena 

sudah diatur dalam Pasal 130 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan Pasal 

154 R.Bg (Rectsreglement Voor De Buitengewesten) yang menjadi landasan 

hukum perdamiaian yang mewajibkan diupayakannya bagi hakim saat 

persidangan perkara perdata yang salah satu kasus ialah rumah tangga yang 

ingin bercerai. Pasal 130 HIR ayat 1 bersifat impresif yang artinya hakim 

memiliki kewajiban untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum 

dimulainya persidangan.12 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 2 menyebutkan: 

 

”mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator 

sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna 

mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara 

memutus atau memaksa sebuah penyelesaian.”13 

 

 

12 Herziene Inlandsch Reglement, Pasal 130 Ayat (1). 
13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, Pasal 1 Ayat (2). 
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Mediator yang dimaksudkan dalam Perma tersebut berati ialah mediator 

hakim yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. Hakim mediator adalah 

seorang hakim yang menjalankan tugas untuk menjadi mediator di dalam 

pengadilan. Dan hakim mediator yang medapatkan tugas tersebut atas 

penunjukan ketua majelis dan mendapat surat keputusan dari ketua pengadilan. 

 

Dalam persengekataan perdata dalam penyelesaian melalui mediasi tidak 

ada yang menang maupun kalah. Karena tujuan dari mediasi sendiri untuk 

mendamaikan kedua belah pihak. Sebelum hakim memeriksa perkara tersebut 

harus dilakukan upaya pendamaian. Misalnya, pada sidang pertama, suami istri 

diharapkan hadir secara pribadi, tidak diwakilkan. Hakim sebelum memeriksa 

pekara lebih lanjut wajib berusaha mendamaikannya. Namun dalam 

kenyataannya dalam pelaksanaan mediasi, masih banyak sekali ditemui kendala 

terutama jika dilihat dari pihak hakim mediator karena dia adalah salah satu 

komponen penting dalam pelaksanaan mediasi. 

 

Berdasarkan dari hasil penulusuran melalui Sistem Informasi Penulusuran 

Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sleman menunjukan:14 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

14http://pn- 

sleman.go.id/sipp/list_perkara/type/RCtWSTRJbVVhYm9rdjVucksxUk1jLzNaRUVqSHpnUkhjU 

1FSdUZYSlJXQUFyK3BHbWhHU1AwZGEwWWNxeGlXeTdsNGxPVjh5Nk1iMzdITDFFcS9k 

Vmc9PQ== diakses Pada 1 Maret 2021 Pukul 19.35 WIB. 

http://pn-sleman.go.id/sipp/list_perkara/type/RCtWSTRJbVVhYm9rdjVucksxUk1jLzNaRUVqSHpnUkhjU1FSdUZYSlJXQUFyK3BHbWhHU1AwZGEwWWNxeGlXeTdsNGxPVjh5Nk1iMzdITDFFcS9kVmc9PQ
http://pn-sleman.go.id/sipp/list_perkara/type/RCtWSTRJbVVhYm9rdjVucksxUk1jLzNaRUVqSHpnUkhjU1FSdUZYSlJXQUFyK3BHbWhHU1AwZGEwWWNxeGlXeTdsNGxPVjh5Nk1iMzdITDFFcS9kVmc9PQ
http://pn-sleman.go.id/sipp/list_perkara/type/RCtWSTRJbVVhYm9rdjVucksxUk1jLzNaRUVqSHpnUkhjU1FSdUZYSlJXQUFyK3BHbWhHU1AwZGEwWWNxeGlXeTdsNGxPVjh5Nk1iMzdITDFFcS9kVmc9PQ
http://pn-sleman.go.id/sipp/list_perkara/type/RCtWSTRJbVVhYm9rdjVucksxUk1jLzNaRUVqSHpnUkhjU1FSdUZYSlJXQUFyK3BHbWhHU1AwZGEwWWNxeGlXeTdsNGxPVjh5Nk1iMzdITDFFcS9kVmc9PQ
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TABEL 1 

 

Data Perkara Perceraian Yang Telah Minutasi Pada Tahun 

2018-2020 

 

Pengadilan Negeri Sleman 
 

 

Tahun 
 

Jumlah kasus 
 

Berhasil 
 

Gagal 

 

2018 
 

148 
 

5 
 

143 

 

2019 
 

155 
 

6 
 

149 

 

2020 

 

154 

 

6 

 

148 

Bedasarkan data yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat walaupun 

jumlah kasus perceraian yang ditangani menurun tetapi perbandingan antara 

yang berhasil melakukan mediasi dengan yang gagal melaksakan mediasi 

masih terjadi perbedaan jumlah yang sangat jauh. Maka dari sini penulis 

tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana peran hakim mediator di 

Pengadilan Negeri Sleman dalam menangani kasus perceraian tersebut. 

Karena rentan jumlah antara yang berhasil dengan yang tidak berhasil 

sangatlah jauh. Dapat diingat bahwa setiap agama ada suatu hukum untuk 

mempertahankan suatu hubungan perkawinan dan diusahakan untuk 

menghindari perceraian. 

 

Pengadilan Negeri Sleman sendiri juga tidak hanya menangani 

perkara perdata, namun juga di Pengadilan Negeri sendiri menganangani 

banyak sekali kasus pidana baik pidana umum maupun pidana khusus, belum 

lagi perkara perkara perdata diluar perceraian seperti wanprestasi, 

pencemaran nama baik, hutang piutang, dan lain sebagainya. Dengan 



1

1 

 

 

 

banyaknya beban pekerjaan yang ditanggung oleh para hakim dirasa dapat 

berpengaruh dalam tugas para hakim menjadi seorang mediator. Lalu faktor 

yang paling sering dialami ole para mediator hakim ialah baik penggugat 

maupun tergugat yang memang tidak mau melakukan mediasi dan tetap teguh 

pada pendirian ingin bercerai dengan berbagai macam alasan.15 Dan dalam 

PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur pengecualian bahwa jika dalam wilayah 

pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan 

pengadilan tersebut dapat berfungsi sebagai mediator. Dengan demikian maka 

bagi hakim yang tidak/belum bersertifikat pun dapat menjalankan fungsi 

mediator.16 Maka dengan seperti penulis tertarik agar mengetahui apakah 

mediator hakim di Pengadilan Negeri Sleman telah memegang sertifikat 

untuk menjadi seorang mediator. 

 

Dalam kenyataannya masih banyak sekali suatu pasangan mengajukan 

perceraian ke pengadilan. Dan dalam pelaksanaan mediasi banyak sekali yang 

gagal dalam proses mediasi. Hakim mediator menjadi salah satu komponen 

yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan mediasi. Maka disini saya 

tertarik untuk meneliti bagaimana mekanisme mediasi secara praktik yang 

dilakukan oleh mediator hakim, sikap dan kesesuaian praktik mediasi yang 

dilakukan oleh mediator hakim dengan ketentuan hukum dan hal-hal yang 

 

 

 
 

15 Wawancara dengan bapak Suparna, Mediator haki, Pengadilan Negeri Sleman, Tanggal 

30 Oktober 2020, Pukul 16.48 WIB. 
16 Dessy Sunarni, dkk., “Efektivitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian 

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa,” Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol 

2 No. 2, hlm.6. 
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berpengaruh terhadap hasil dari mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan 

Negeri Sleman. 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana mekanisme dan prosedur mediasi oleh mediator hakim 

dalam praktik di Pengadilan Negeri Sleman? 

2. Apakah mediator hakim telah melakukan mediasi sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mencapai tujuan 

ketentuan dan prinsip mediasi? 

3. Seberapa efektif mediasi yang dilakukan mediator hakim dalam 

menyelesaikan perkara dan sengketa dalam perceraian? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

 

Sesuai dengan latar belakang dan pokok masalah yang telah 

dijelaskan oleh penulis, maka hasil dari penulisan ini dapat menjawab dan 

mengungkap permasalahan melalui penjelasan yang dibahas dengan mudah 

dipahami dan terarah dengan baik. Serta tujuan dan nilai guna yang ingin 

dicapai yaitu : 

Tujuan: 

 

1. Untuk mengetahui bagaimana mediasi dilaksanakanan dalam 

menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman. 

2. Untuk mengetahui cara dan mekanisme dalam praktik serta efektifitas 

mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri 



1

3 

 

 

 

Sleman dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan 

Negeri Sleman. 

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian yang akan 

dilakukan ini, yaitu: 

1. Sebagai tambahan literatur ilmiah dalam kajian masalah-masalah 

hukum keperdataan, terutama mengenai penyelasaian perkara 

perceraian melalui mediasi dan merupakan peran dari hakim mediator 

sebagai mediator di Pengadilan Negeri Sleman. 

2. Secara praktis diharapkan pada penelitian yang telah dilaksanakan ini 

dapat berguna bagi para praktisi Hukum untuk meningkatkan peran 

dan fungsi mediasi agar mmpu menghadapi faktor-faktor penghambat 

yang dialami dalam perkara perceraian. 

D. Telaah Pustaka 

 

Penelitian mengenai menangani perkara perceraian melalui mediasi 

merupakan bidang kajian yang cukup menarik. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan 

tersebut. Oleh karena itu, guna memetakan posisi penelitian ini, maka penting 

kiranya memaparkan beberapa penelitian sebelumnya. Hal itu demi 

menghindari adanya kesamaan yang bersifat mutlak dari penelitian 

sebelumnya. Mayoritas karya yang telah menekankan pada kajian praktik 

dikaji melalui ketentuan dengan pendekatan Yuridis Empiris. Beberapa karya 
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lain menggunakan pendekatan ilmu sosial. Di bawah ini saya memeparkan 

beberapa kajian dengan pendekatan yuridis empris terkait dengan prkatik 

mediasi di beberapa Pengadilan. 

Beberapa tersebut mencakup skripsi karya Rachmat Rizki Aulawi berjudul 

efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu, 

dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris peneltian 

yang menekankan kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, selanjutnya 

dihubungkan dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan obyek adalah efektifitas Mediasi dalam penyelesaian perkara 

perceraian, faktor-faktor penghambat mefiasi dalam penyelesaian perkara 

perceraiandi Pengadilan Agama Dompu.17 

Searah dengan Aulawi, Ahmad Suba‟i, menulis skripsi dengan judul 

tinjauan yuridis pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian perceraian di 

Pengadilan Agama Pati. Beberapa permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi yang 

diterapkan oleh Pengadilan Agama Pati dalam penanganan penyelesaian 

perceraian, Apakah kendala dalam pelaksanaan mediasi terhadap 

penyelesaian perceraian di Pengadian Agama Pati, dan apakah pengaturan 

tentang mediasi dalam penyelesaian perceraian di Pengadian Agama Pati 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 Rachmat Rizki Aulawi, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan 

Agama Dompu.” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2019). 
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telah sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris.18 

Adapun Nurul Aeni dalam skripsinya, dengan upaya perdamaian hakim 

mediator dalam mencegah perceraian studi putusan Pengadilan Agama 

Purbalingga. memaparkan upaya hakim mediator dalam mendamaikan dan 

juga menyelidiki faktor-faktor penyebab ketidak berhasilannya di Pengadilan 

Agama Purbalingga, dan dalam kesimpulannya bahwa upaya perdamaian 

yang dilakukan masih sangat kecil dikarenakan adanya beberapa faktor.19 

Skripsi karya Muhammad Yauni Nurrahman dengan judul efektivitas 

mediasi oleh hakim mediator (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 

2009-2011). Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan Normatif 

Yuridis karena peneliti melihat bagaimana pandangan dari segi hukum Islam 

baik dari al-Qur‟an maupun hadis, kemudian dilihat dari sisi hukum positif 

yang hasilnya akan ditarik dari penggabungan kedua hal tersebut.20 

Memang dari sebelumnya, tema dan penelitian yang penulis lakukan 

pernah dilakukan oleh banyak peneliti. Namun penelitian yang penulis 

lakukan masih ada perbadaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya, dikarenakan peneliti-peneliti sebelumnya masih 

18 Ahmad Suba‟ i, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian 

Perceraian Di Pengadilan Agama Pati”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria 

Kudus, (2010). 
19 Nurul Aeni, “Upaya Perdamaian Hakim Mediator dalam Mencegah Perceraian (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2005)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari‟ah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006). 

 
20 Muhammad Yauni Nurrahman, “Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi 

Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011).” Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2012). 
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belum membahas mengenai tingkat keberhasilan mediasi dalam 

menyelesaikan perkara perceraian yang biasanya hanya dilingkup Pengadilan 

Agama yang notabene mengurus mengenai perceraian warga muslim. Sedang 

penulis lebih menekankan pada penelitian di Pengadilan Negeri yang biasa 

menangani perkara perceraian non muslim dan mengingat non muslim sendiri 

sangat jarang dan lebih mencondongkan pada tidak mengenal dengan 

perceraian dan yang dapat memisahkan suatu hubungan hanyalah maut. 

Namun walau dengan keyakinan tersebut khususnya di Pengadilan Negeri 

Sleman memiliki persentase yang cukup rendah untuk keberhasialan dalam 

melakukan mediasi sehingga dapat dipertanyakan apa saja faktor yang 

menghambat dalam pelaksanaan mendiasi dan apakah prosedur yang 

digunakan oleh mediator hakim sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 

2016. Sehingga dalam sepengetahuan penulis masih belum ada yang meneliti 

mengenai peran hakim mediator dalam mencegah perceraian di Pengadilan 

Negeri Sleman. 

E. Kerangka Teoritik 

 

Untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis maka 

penulis dalam mengaitkan bagaimana peeran hakim mediator dalam 

pelaksanaan mediasi dalam penelesaianperkara perceraian di Pengadilan 

Neeri Sleman maka penulis akan menggunakan teori efektivitas. 

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective yang berarti berhasil 

atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer 

mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau 
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menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : kata 

efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. 

Secara umum efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian 

dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang 

dituju.21 

Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencampaian tujuan dan sasaran 

yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan 

dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan 

sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah 

dikeluarkan”.22 

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, 

dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa 

norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai 

dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus 

mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti 

bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum 

sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar 

diterapkan dan dipatuhi.23 

 

 

 

 

 
 

21 Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 

cet.II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284. 

22 Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, 

(Jakarta:erlangga,2001), hal 120. 
23 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12. 



18  

 

 

Menurut bahasa Arab perceraian berasal dari kata talaq atau itlaq yang 

artinya lepas dari ikatan, berpisah menceraikan, pembebasan.24 Perceraian 

menurut kamus bahasa Indonesia disebut “cerai” yang artinya pisah, 

perpisahan antara suami dan istri.25 Menurut Al-Jaziry “talak” ialah 

menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya 

dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria Al- 

Anshari “talak” ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang 

semacamnya.26 

Perceraian juga diatur dalam Undang-Undang di Indonesia dan 

sebenarnya sebuah perceraian harus dihindari sehingga pemerintah telah 

mengatur hal tersebut pada PERMA No.1 Tahun 2016 mengenai prosedur 

upaya mediasi dalam mencegah terjadinya perceraian. Yang harus dilakukan 

oleh Hakim pertama adalah mengupayakan pasangan yang mengajukan 

percerian terebut untuk mencabut gugatan cerainya yaitu dengan jalan damai 

atau bisa disebut dengan jalur perdamaian yang salah satunya adalah mediasi. 

Dalam upaya perdamaian tersebut tidak ada pihak yang menang maupun 

pihak yang kalah. Namun dalam upaya perdamaian ini adalah seperti yang 

telah disebutkan di awal yaitu untuk mencabut gugatan perceriaian sehingga 

tidak adanya perpisahan antara pasangan tersebut. 

Dalam pelaksanaan perdamaian terebut atau yang bisa disebut juga 
 

 
 

24 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 861. 
25 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: 

PT Gramedia PustakaUtama, 2008), edisi ke-4, hlm. 261. 

26 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 192. 
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dengan mediasi, yaitu suatu proses penyelesaian suatu perkara dengan proses 

perundingan antara para pihak yang bersangkutan dengan adanya bantuan 

pihak ketiga yang dapat disebut dengan mediator. Seorang mediator memiliki 

andil yang sangat besar dalam proses mediasi terebut sehingga kemampuan 

seorang mediator sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan proses 

mediasi. Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, 

melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. Mediasi 

mengurangi kemungkinan menumpuknya jumlah perkara yang diajukan ke 

Pengadilan. Banyaknya penyelesaian perkara melalui Mediasi, dengan 

sendirinyaakan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Sedikitnya 

jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan akan memudahkan pengawasan 

apabila terjadikelambatan atau kesengajaan untukmelambatkan pemeriksaan 

suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, 

sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan tersebut juga akan 

membuat pemeriksaan perkara di Pengadilan berjalan cepat.27 

Mediasi dan proses peradilan formal dikolaborasikan agar 

terwujud asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.28 Namun 

alasan dikolaborasikannya mediasi dalam peradilan formal tidak hanya itu, 

beberapa lainnya yaitu: 

a. Hasil mediasi di pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap 
 
 

27Arum Kusumaningrum, dkk., “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di 

Pengadilan Negeri Semarang,” Diponegoro Law Journal, Vol 6 No.1, hlm. 2. 
28 Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alaternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di 

Pengadilan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 9. 
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b. Akta perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan 

masyarakat karena dalam mediasi yang lebih diutamakan yaitu 

menjaga kepentingan masing-masing pihak 

c. Mediasi dapat mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung, 

karena dengan mediasi pengadilan maka tertutup kemungkinan 

upaya hukum lain 

d. Seringnya putusan pengadilan tidak memuaskan para pihak, karena 

putusan win-lose jadi ada pihak yang merasa menang dan ada pihak 

yang merasa kalah. Namun dengan adanya mediasi maka yang dicari 

adalah win-win solution, jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

e. Karena dewasa ini banyak kritik-kritik yang ditujukan pada 

pengadilan dalam hal biaya yang dibutuhkan mahal dan waktu yang 

digunakan sangat lama. 

Menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum 

ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, 

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor 

tersebut. Berdasarkan teori efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 (lima) 

faktor yaitu : 

a. Faktor Hukumnya Sendiri (undang-undang). 

 
Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan 
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keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim 

memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja 

maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika 

melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan 

menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat 

dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang 

hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan 

masyarakat.29 

b. Penegakan Hukum 

 
Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

Hukum. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparatur 

penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan 

kemanfaat hukum secara proporsional. Setiap aparat dan aparatur 

diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing- 

masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan 

pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.30 

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah 

sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas 

pendukung mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan 

 

29 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 50. 

 
30 Ibid., hlm. 56. 
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terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan 

yang cukup dan sebagainya.31 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan 

untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat 

mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.32 

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat 

setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara 

hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian 

ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan 

nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum 

perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. 

Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai 

tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.33 

Yang akan berkaitan dengan penelitian penulis lakukann ialah melihat 

dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena 

dalam penelitian ini akan dilihat apakah struktur hukum dan fasilitas- 

fasilitas yang ada pada Pengadilan Negeri Sleman telah sesuai dengan 

ketentuan yang diatur pada PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan 

perkara perceraian. 

 

 

 
 

31 Ibid., hlm. 69. 
32 Ibid., hlm. 77. 
33 Ibid., hlm. 87. 
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F. Metode Penelitian 

 

Dalam penyusunan karyailmiah ini, penyusun menggunakan metode 

penelitia sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang akandigunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian lapangan (field research), sehingga dalam 

mengerjakan penelitian ini penyusun menggunakan data dan sumber 

yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sleman yang menjadi objek 

penelitian. Lalu data primer yang akan digunakan dalam pengerjaan 

penelitian ini dapat diperoleh dari UUD 1945, HIR, R.Bg, PERMA 

No.1 Tahun 2016. Sedangakan data sekunder dapat diperoleh melalui 

buku-buku, jurnal, makalah, dan lain-lain yang menjelaskan mengenai 

mediasi, mediator, mediasi menyelesaikan perkara perceraian, dan 

penelitian mengenai mediasi perkara perceraian 

2. Sifat Penelitian 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis atau dapat diartikan 

apabila data yang diperoleh telah terkumpul makapenyusun akan 

mendeskripsikan terlebih dahulu hasil yang telah didapatkan seperti 

faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab banyaknya proses 

mediasi yang gagal serta apakah prosedur yang digunakan sudah 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan setelah itu dilanjutkan 

dengan menganalisis hasil deskripsi tersebut. 
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3. Objek Penelitian 

 

Obyek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam 

penelitian. Adapun yang menjadi obyek adalah praktik mediasi dan 

efektivitas peran hakim mediator dalam menyelesaikan perkara 

perceraian di Pengadilan Negeri Sleman. 

4. Pendekatan Penelitian 

 

Dalam penelitan ini, penyusun menggunakan pendekatan yuridis 

empiris yaitu dengan mengkaji secara langsung mengenai praktik 

dan peran hakim mediator dalam menyelesaikan perkara 

perceraian di Pengadilan Negeri Sleman, yang kemudian 

dikaitkan dengan merujuk pada ketentuan hukum terkait dengan 

mediasi yaitu PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur 

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian field 

research, Maka dalam pengumpulan data untuk penelitian ini 

dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut: 

a. Data Primer 

 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara 

kepada mediator hakim yangberjumlah satu orang untuk mewakilkan 

21 hakim yang ada di Pengadilan Negeri Sleman yang sekaligus 

berperan sebagai  hakim  mediator yang ada di Pengadilan Negeri 
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Sleman. Penelitijuga mengobservasi bagaimana fasilitasyang 

disiapkan oleh Pengadilan Sleman untuk melaksanakan mediasi di 

Pengadilan Negeri Sleman. Wawancara dan Observasi dilaksanakan 

pada tanggal 5 Mei 2021 di Pengadilan Negeri Sleman. Lalu dalam 

pelaksaan penelitian, penulis juga melakukan dokumentasi, serta 

akan melampirkan data hasil rekapan mengenai perkara perceraian 

untuk mengetahui bagaimana keberhasilan mediasi untuk menangani 

perkara perceraian. 

b. Data sekunder terdiri dari dua bahan hukum: 

 

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat secara yuridis atau bahan yang berkaitan 

erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

 

b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

 

d) Kompilasi Hukum Islam 

 

2) Bahan Hukum sekunder berupa literatur-literatur, dokumen, 

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, maupun sumber 

lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian 

3) Bahan Hukum Tersier berupa kamus, website, dan ensiklopedi 

yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini. 
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G. Sistematika Penulisan 

 

Dalam sistem pembahasan ini penulis menyusun gambaran secara 

singkat mengenai apa saja yang akan dibahas dalam setiap babnya, adapun 

sistematikanya sebagai berikut: 

Bab Pertama memaparkan mengenai pendahuluan yang terdiri dalam 8 

sub bab, pertama latar belakang yang berisikan mengenai penjabaran 

masalah yang akan diangkat dan pembahasan secara singkat beberapa teori 

yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti. Lalu kedua ada 

rumusan masalah yaitu fokus dari permasalahan yang diangkat. Ketiga ada 

tujuan penulisan dalam tujuan tersebut disebutkan bahwa maksud penulis 

untuk melakukan penelitian. Keempat adalah Telaah pustaka berisikan karya 

ilmiah dari peneliti sebelumnya yang tema penilitiannya sama dengan 

penilitian yang penulis akan lakukan, Kelima adalah kerangka teoritik 

merupakan landasan yang bersumber dari berbagai buku dan jurnal guna 

mencapai hasil penelitian terhadap pokok masalah, keenam metode 

penelitian berisikan mengenai jenis penelitian yaitu field research, sifat 

penelitian yaitu deskriptif-analitis, objek penelitinnya adalah perkara 

perceraian di Pengadilan Negeri Sleman, pendekatan penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, ketujuh sistematika 

pembahasan berisikan mengenai ringkasan struktur pembahasan dari setiap 

bab yang akan ditulis dalam penelitian skripsi ini. 

Bab kedua membahas mengenai landasan teori tentang mediasi, 

pengertian perceraian,mediasi dalam perkara perceraian, dan peran dari 
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hakim mediator dalam melakukan mediasi. 

Bab ketiga membahas tentang profil Pengadilan Negeri Sleman, data 

perkara perceraian di Pengadilan Negeri Sleman, serta bagaimana proses 

mediasi di Pengadilan Negeri Sleman apakah telah sesuai dengan prosedur 

yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan dan hasil mediasi. 

Bab keempat memaparkan tentang kesesuaian cara dan mekanisme 

serta sarana mediasi dalam perspektif hukum dan mengkaji efektivitas peran 

hakim mediator dalam mencegah perceraian di Pengadilan Negeri Sleman, 

bab ini juga memaparkan faktor-faktor yang mempengarui pelaksanaan 

mediasinya. 

Bab Kelima berisi penutup yang memuat mengenai kesimpulan dan 

saran dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok masalah yang 

diangkat. 





97  

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisa mengenai peran mediator hakim dalam menangani 

perkara perceraian di Pengadilan Negeri Sleman penyusun menyimpulkan : 

1. Pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sleman 

sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. 

2. Peran mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan karena dapat dilihat bahwa mediator 

hakim di Pengadilan Negeri Sleman melakukan semaksimal mungkin 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada diantara kedua belah pihak 

yang bersengketa. Namun masih belum bisa mencapai tujuan ketentuan 

dan prinsip mediasi karena jumlah kegagalan untuk menyelesaikan suatu 

perkara dengan mediasi masih sangat tinggi jika dibadingkan dengan 

angka keberhasilannya. 

3. Bahwa mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator masih belum 

efektif. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut: 

a. Jumlah mediator hakim yang memiliki sertifikat di Pengadian 

Negeri Sleman sangatlah sedikit yaitu hanya 5 orang dari 21 orang 

mediator hakim. Sehingga jumlah mediator hakim yang terlatih 

masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah perkara 

perdata yang harus diselesaikan. Karena dari penelitian yang 
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dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang oleh Arum Kusuma 

Ningrum, Yuanto, dan Benny Riyanto yang melakukan penelitian di 

Pengadilan Negeri Semarang menyatakan hakim mediator yang ada 

di Pengadilan Negeri Semarang yang mengaruskan para hakim 

mediator memiliki sertifikat mediator sehingga tingkat keberhasilan 

akan mediasi dapat meningkat. Walupun tingkat keberhasilannya 

tidak terlalu signifikan. 

b. Bahwa penyebab dari masih sedikitnya mediator hakim yang belum 

memiliki sertifikat mediator adalah kurangnya dana yang dimiliki 

untuk melaksanakan sertifikasi dan pelatihan mediator yang 

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. 

c. Bahwa mediator hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Sleman 

masih menanggung beban perkara diluar perdata yaitu pidana yang 

jumlahnya tidak kalah banyak dengan perdata, sehingga mediator 

hakim yang ada di Pengadilan Negeri Slemn seringkali kesulitan 

untuk membagi fokus dengan tugasnya menjadi seorang mediator 

d. Bahwa dari kurang optimalnya pemanfaatan waktu yang disediakan 

dalam pelaksanaan mediasi selama 30 hari dengan hanya seminggu 3 

kali atau 2 kali mengikuti waktu kosong dari mediator hakim 

tersebut, sehingga membuat jalannya mediasi menjadi kurang 

optimal. 

e. Bahwa kesadaran dari pihak yang bersengketa mengenai pentingnya 

pelaksanaan mediasi masihlah kurang sehingga berdampak pada 
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kelancaran pelaksanaan mediasi. Karena sering kali para pihak 

masih menganggap mediasi hanya sebagai kegiatan formalitas agar 

perkara yang mereka ajukan segera ditangani melalui pengadilan 

saja. 

 

B. Saran 

 

Dari kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh penyusun sebelumnya, maka 

penyusun ingin menyampaikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait 

sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah, agar segera menjadikan PERMA No.1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi sebuah Undang-undang 

agar adanya kepastian hukum dan kekuatan hukumnya mengikat untuk 

dijalankan oleh para pihak dan mediator. 

2. Kepada Mahkamah Agung, agar memperbaiki PERMA No.1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengenai pentingnya sebuah 

mediasi dilaksanakan agar para pihak yang bersengketa memiliki 

kesadaran untuk melakukan mediasi dan tidak hanya sebagai formalitas 

saja. Serta menyelenggarakan pelatihan secara keseluruhan kepada para 

hakim karena sebagian besar pihak yng bersengketa memilih hakim 

mediator yang menjadi mediator. 

3. Kepada Pengadilan Negeri Sleman, agar lebih banyak memberikan 

fasilitas lebih lengkap untuk menjalankan mediasi karena mengingat 

hanya ada 2 ruangan mediasi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri 
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Sleman. Dan yang terpenting menambah mediator dari hakim lebih 

banyak lagi. 

4. Kepada mediator hakim diharapkan untuk selalu fokus dalam pelaksanaan 

mediasi karena hal tersebut sangat penting untuk memikirkan jalan 

keluarga agar mediasi tersebut berhasil. Dan juga diharapkan mediator 

hakim megikuti pelatihan atau belajar secara mandiri megenai bagaimana 

menjadi mediator yang baik guna meningkatkan kualitas hakim mediator 

itu sendiri. 
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